
 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  18  TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA  

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun 

yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten 

Blora untuk memberikan kepastian kebijakan, 

pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, 

serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam 

melaksanakan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2023; 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6632); 

 

 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 8); 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 

2023. 

  Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 

2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 

yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 

Desember 2023. 

 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 menjadi pedoman dalam: 

a. penyusunan Rencana Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 

2023; dan 

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023. 

 

Pasal 3 

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2023, Pemerintah Kabupaten Blora menggunakan RKPD 

Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Blora. 

 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan 

Daerah; 

d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan 

Daerah; 

e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; 

 



f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; dan 

g. Bab VII : Penutup. 

 

Pasal 5 

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora  

pada tanggal  1 Juli 2022 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 1 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 18 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 

 

SLAMET SETIONO, SH, MM 

NIP. 19770111 200501 1 006 

 

 

 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh balai 

sertifikat elektronik (BSrE) 
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